
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.925, 2020 KEMENHUB. BP2IP Tangerang. Standar 

Pelayanan. Pencabutan. 

 

 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 54 TAHUN 2020  

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 

PM 99 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI 

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) TANGERANG   

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa Politeknik Pelayaran Banten ditetapkan sebagai 

instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan 

keuangan badan layanan umum berdasarkan Keputusan 

Menteri Keuangan Nomor 1270/KMK.05/2015 sehingga 

pengelolaannya harus sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan di bidang badan layanan umum; 

b. bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum mengatur mengenai standar pelayanan pada 

Politeknik Pelayaran Banten ditetapkan oleh menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

transportasi; 

 

www.peraturan.go.id



2020, No. 925 
-2- 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pencabutan 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 99 Tahun 

2015 tentang Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan 

dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Tangerang; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5268); 

4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1756); 

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 

2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik 

Pelayaran Banten (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 511); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN 

NOMOR PM 99 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR 

PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

ILMU PELAYARAN (BP2IP) TANGERANG. 

 

Pasal 1 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 99 Tahun 2015 

tentang Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan dan 

Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Tangerang (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 955), dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 2 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.      
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 3 Agustus 2020 

 

MENTERI PERHUBUNGAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

BUDI KARYA SUMADI 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 18 Agustus 2020 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

            

WIDODO EKATJAHJANA 
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